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MOTTO 
 
 
 ُوقَّدََصت َْنأَو ۚ ٍةَرَسْيَم َٰىلِإ ٌةَرَِظنَف ٍةَرْسُع ُوذ َناَك ْنِإَو ُْمتْنُك ْنِإ ۖ ْمَُكل ٌرْيَخ ا َنوُمَلَْعت  
  “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” 
(QS. Al Baqarah [2]: 280) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
9 
   
 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 ( ِـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
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ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2.  ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لجّرلا Ar-rajulu 
2.  للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
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3. ؤنلا An-Nauꞌ 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم امو Wa māMuammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  نيقزارلاريخوهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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 ABSTRAK 
Dyah Ayu Saraswati Dewi, NIM : 152111037, “Peranan Jaminan dalam 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Iftikhar Klaten”, Di BMT harus 
ada jalan keluar agar mudharib atau pihak ketiga (debitur) tidak melakukan 
penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dapat meminta jaminan dari 
debitur. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila debitur terbukti melakukan 
pelaggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Maka 
penulis bermaksud mengadakan penelitian mengenai “Peranan Jaminan Dalam 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Iftikhar Klaten”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan jaminan dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah, dimana didalamnya terdapat pokok masalah yakni 
bagaimanakan proses pentaksiran jaminan dan penyelesaian dalam pembiayaan 
bermasalah itu sendiri. 
Metode Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan sifat 
penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan kualitatif.  
Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa sebelum dilakukan taksasi jaminan, 
BMT Iftikhar melakukan plotting terlebih dahulu untuk menemukan data-data 
atau keadaan jaminan sebenarnya. Peranan jaminan dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah sebagai second way out, setelah dilakukan first way out 
yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring. Penjualan jaminan adalah 
langkah terakhir yang dilakukan BMT Iftikhar dalam menyelesaiakan pembiayaan 
bermasalah, sebelum penjualan jaminan BMT melakukan musyawarah secara 
kekeluargaan yakni BMT menawarkan kepada debitur apakah penjuaan jaminan 
akan dilaukan dari pihak BMT atau dari pihak nasabah.  
Kata Kunci : Jaminan, Pembiayaan bermasalah 
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ABSTRACT 
 
Dyah Ayu Saraswati Dewi, NIM : 152111037, “ Peranan Jaminan dalam 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, In BMT there must be a way out so that 
mudarib or third parties (debtors) do not commit irregularities, the Shari'ah 
Financial Institution (LKS) can request Collateral from the debtor. This guarantee 
can only be disbursed if the debtor is proven to have made violations of matters 
that have been mutually agreed in the contract. Therefore, the authors approve the 
completion of research on "The Role of Problem Funding Settlement Guarantee in 
BMT Iftikhar Klaten". 
This study discusses the role of the problematic financing process, in which there 
are major problems discussing the appraisal process. 
Research Methods using the method of field research with the nature of 
descriptive research. Data sources include primary and secondary data. Methods 
of data collection by library research and interviews. The data analysis technique 
uses qualitative. 
The results of the study also showed how before Assuring Guarantee was made, 
BMT Iftikhar planned ahead to find data or needed an actual Guarantee. The 
second solution, after the first solution is rescheduling, reconditioning, and 
restructuring. Sales of Collateral is the last step taken by BMT Iftikhar in 
resolving problem loans, before the sale of Collateral BMT conducts deliberations 
with family, namely BMT offers for debtors whether the guarantee of collateral 
will be carried out by the BMT or from the buyer. 
Keywords: Guarantee, Financing Problems 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Baitul maal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman 
Rasulullah dan berkembang pesat pada abad pertengahan, Baitu maal berfungsi 
sebagai pengumpulan dan mentasyarufkan/mendistribusikan untuk kepentingan 
sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang berorientasi 
meraih profit optimal dan bermotif laba.1 
BMT sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari 
masyaraka (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) oleh BMT2. Baitul Mal 
Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BMT juga sering disebut Koperasi Syariah 
(perijinan sebagai koperasi oleh Kemenkop UKM). 
BMT mengalami perkembangan yang pesat yang diikuti dengan resiko yang 
timbul dari kegiatan usaha BMT sehingga meningkatkan kualitas ekonomi mikro 
dan kecil yang sehat dan menunjung kegiatan pembiayaan ekonominya, ketika 
berbicara BMT tidak lepas dari kata pembiayaan yang bermasalah dan bahkan 
tidak ada suatu lembaga yang tidak mempunyai masalah dalam persoalan 
pembiayaan. BMT yang penulis teliti juga demikian. 
 
1 Muh. Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm, 126 
2 Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm 
448. 
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Setiap lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan pasti memiliki 
risiko, salah satunya adalah pembiayaan tersebut akan menjadi bermasalah atau 
pembiayaan dimana pihak anggota tidak memenuhi persyaratan yang 
diperjanjikan. Adanya pembiayaan bermasalah akan menyebabkan pendapatan 
BMT menurun, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan SHU yang pada 
akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro. 
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan ada dua yaitu pembiayaan 
produktif (pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi 
dalam  arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, 
perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan konsumtif ( pembiayaan yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan ).3 Jenis-jenis pembiayaan antara lain : pembiayaan 
mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan 
ijarah. 
Pembiayaan bermasalah merupakan suatu proses dimana risiko pembiayaan 
atau kredit diidentifikasi, ditaksir dan dikelola dengan 5C (Character, Capacity, 
Capital, Condition dan Collateral).4 
1. Character (Karakter) 
Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi 
secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama 
proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon 
 
3 Muhammad Syaf’i Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001, hlm.160 
4 http://bankirnews.com/index.php?option ̿com_content&view=article&id=103, akses tanggal 13 
September   2018 
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nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap 
orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, 
pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain. 
2. Capacity (Kapasitas atau kemampuan) 
Kapasitas atau kemampuan calon nasabah sangat penting diketahui 
untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat 
dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang 
mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan hal ini dapat terindikasi 
dari referensi atau curriculum vitae yang dimilikinya. Untuk perusahaan, hal 
ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. 
Pengukuran capacity tersebut daat dilakukan melalui berbagai 
pendekatan berikut ini : 
a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah 
menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 
b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan 
pengurus 
c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah 
mempunyai kapasitas  untuk mewakili badan usaha yang 
diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank. 
d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan 
dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 
dalam memimpin perusahaan. 
23 
   
 
e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan 
calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga 
kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan, administrasi dan 
keuangan, industrial relation sampai pada kemampuan merebut 
pasar. 
3. Capital (Modal) 
Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri 
tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin.untuk 
mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 
dua tahun dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, 
solvabitas dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud. 
4. Condition (Kondisi) 
Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung 
berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan 
usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran usaha 
sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan oleh bank adalah 
keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon 
nasabah, prospek usaha dimasa yang akan datang dan kebijakan pemerintah 
yang mepengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah 
terkait didalamnya. 
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5. Collateral (Jaminan) 
Analisa jaminan ini dilakukan dengan :  
a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan  
b. Mengukur dan Memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud 
c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif 
singkat tanpa harus mengurangi nilainya  
d. Memperhatikan pengikatanya, sehingga secara legal bank dapat 
dilindungi  
e. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan, sehingga semakin tinggi 
rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap 
kesungguhan calon nasabah  
f. Marketabilitas jaminan, lokasi dari jaminan sangat menentukan tingkat 
marketabel suatu jaminan. Rumah yang berharga jutaan rupiah bisa turun 
hanya karena terletak di lokasi yang sulit dijangkau. 
 Dalam BMT, risiko pembiayaan ada dua macam yaitu risiko terkait produk 
dan risiko terkait pembiayaan korporasi.5 Berdasarkan PAKMEI 1993, 
pembiayaan bermasalah di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu kurang 
lancar, diragukan dan macet .Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui 
pendekatan Hukum tidak banyak dilakukan oleh BMT, kebanyakan ada etikad 
baik dari nasabah dan ada juga yang tidak mempunyai etikad baik sama sekali. 
Untuk itu sangat penting melakukan pengawasan aktif, kebijakan, prosedur dan 
 
5 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqiyah dan Keuangan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada,2004),hlm. 260. 
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penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran jaminan, sistem informasi 
dan pengendalian risiko pembiayaan bermasalah serta sistem pengendalian 
intern.6 
 Pembiayaan yang semakin besar, BMT  harus siap dalam menghadapi 
risiko-risiko akibat pembiayaan yang mengalami masalah. Tidak semua jenis 
pembiayaan mengalami masalah ada pembiayaan tertentu yang mengalami 
masalah tersebut. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik dan proses 
penaksiran yang benar agar tidak adanya salah penaksiran jaminan dan akan 
berakibat fatal pada BMT itu sendiri, yang dapat meminimalisir risiko yang akan 
timbul dari pembiayaan salah satunya dengan adanya jaminan. Jaminan ini 
berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan 
nasabah debitur untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang 
diperjanjikan.7  
Motivasi penyusun untuk meneliti mengenai jaminan ini adalah di BMT 
harus ada jalan keluar agar mudharib atau pihak ketiga (debitur) tidak melakukan 
penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dapat meminta jaminan dari 
debitur.8 Jaminan ini hanya dapat dicairkan atau digunakan atau dijual apabila 
debitur terbukti melakukan pelaggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
 
6 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara,2010),hlm.941 
7 Abdul Ghofur Anshori dkk, Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: UII 
Press,2008), hlm 177-178   
8 Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bekerjasama 
dengan Bank Indonesia. Cet 1. 2001. Hlm.44. 
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bersama dalam akad. Serta dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pun 
terdapat berbagai macam cara yang ditempuh. 
Motivasi lainnya adalah berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan 
terhadap Bank-Bank Syari’ah di Yogyakarta pada penyelesaian pembiayaan 
bermasalah ( pada kolektabilitas diragukan dan macet), setelah dilakukan 
rescheduling dan reconditioning dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang 
dalam bentuk pembiayaan al qard al-hasan dimana bentuk transaksi pinjaman 
yang benar-benar bersih dari tambahan/bunga.9 Sedangkan tempat penelitian yang 
penyusun lakukan di BMT Iftikhar setelah dilakukan rescheduling, reconditioning 
dan restructuring dilakukan penjualan jaminan oleh BMT Iftikhar terhadap 
jaminan yang diberikan oleh debitur pada waktu akad pembiayaan, disini muncul 
pertanyaan mengapa ada penjualan jaminan yang dipakai BMT untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah ? 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud 
mengadakan penelitian mengenai “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah di BMT Iftikhar Klaten” 
 
 
 
 
 
9 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 
169-170 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada tema dalam proposal yang penulis laksanakan ini, maka 
perlu adanya batasan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, diantaranya: 
1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Iftikhar Klaten? 
2. Bagaimana peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di 
BMT Iftikhar Klaten? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Iftikhar 
Klaten. 
2. Untuk mengetahui peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di BMT Iftikhar Klaten. 
D. Manfaat Peneltian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi 
penulis dan umumnya bagi masyarakat sebagai suatu sumbangan pemikiran dari 
penulis, menjadi wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya 
di bidang Hukum Ekonomi Syariah. 
Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Secara akademis adalah untuk mengetahui bagaimana peranan jaminan dalam 
penyelesaian pembiayaan bermasalah.. 
2. Secara praktisi dapat bermanfaat bagi masyarakat di Klaten terutama bagi 
masyarakat sekitar BMT Iftikhar Klaten. 
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E. Kerangka Teori 
1. Teori tentang Jaminan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
a. Teori Jaminan dalam Hukum Positif 
Istilah “Jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat 
dijumpai pasa pasal 1131 KUHPerdata dan penjelasan Pasal 8 UUP, 
namun dalam kedua peraturan tersebut tidak dijelaskan apa yang 
dimaksudkan dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan 
tersebut dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan 
masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak 
kreditur meminta debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah 
harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah 
jangka waktu yang diperjanjikan debitur tidak melunasi.10 
Arti dan pentingnya jaminan dalam hal ini, memberikan keamanan 
modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal untuk pelunasan 
hutangnya juga agar debitur berperan serta dalam transaksi yang dibiayai 
oleh kreditur, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya yang 
dapat merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah serta 
memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit 
yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah 
dijaminkan kepada debitur. 
Sesuai dengan tujuan, barang jaminan bukan untuk memiliki 
kreditur, karena perjanjian hutang piutang bukan perjanjian jual beli yang 
 
10 Pasal 8 UUP Tahun 1992 sebagaimana telah diubah UUP No.10 Tahun 1998 
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mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Barang jaminan 
dipergunakan untuk melunasi hutang, dengan cara sebagaimana 
peraturan yang berlaku, yaitu barang jaminan dijual lelang. Hasilnya 
untuk melunasi hutang dan apabila masih ada sisanya dikembalikan 
kepada debitur. Barang jaminan tidak selalu milik debitur, tetapi undang-
undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga, asalkan pihak 
yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan 
hutang debitur.  
Dengan demikian, jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur 
dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk 
pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentuka terjadi kemacetan 
pembayaran hutang di debitur.11 
Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian 
jaminan KUHPerdata dalam Paal 1131 dan Pasal 1132, hanya mengatur 
secara umum saja. Dalam kedua pasal tersebut diyatakan sebagai berikut 
: Pasal 1131 KUHPerdata : “segala kebendaan si berutang baik yang 
bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 
baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatannya perseorangan”. Pasal 1132 KUHPerdata : “ Kebendaan 
tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 
menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-
 
11 Gatot Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit ;Tinjauan Yuridis. (Jakarta :Djambatan, Edisi 
Revisi.Cet Kedua.1997, hal 46 
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bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 
masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.”  
Jadi apabila seseorang mengadakan perjanjian, misalnya pinjam 
uang dari bank, maka ketentuan dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, 
dinyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang menjadi jaminannya. 
Oleh karena itu orang yang meminjam uang, tidak hanya wajib 
mengembalikkan uang yang dipinjamnya itu saja, akan tetapi juga wajib 
menyediakan barang-barang atau harta bendanya sebagai jaminan 
pelunasan hutangnya. 
b. Teori Jaminan dalam Hukum Islam 
Secara umum, jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua; 
jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. 
Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah damman atau 
kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan 
istilah rahn. 
Secara etimologi kafalah berarti al-damanah, hamalah dan za’amah, 
ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin 
atau menanggung.12 Sedangkan menurut terminologi kafalah 
didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) 
kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua 
 
12 Wahbah Zuhaili, al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, Cet,6, 2002), hal 414. 
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(tertanggung).13 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran 
ayat 37 yaitu “ Allah menjadikan Zakaria sebagi penjaminnya (maryam)” 
Menurut bahasa, al rahn berarti al-tsabut dan al-habs yaitu 
penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn 
terkurung atau terjerat. Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata 
pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu 
barang sebagai tanggungan hutang. Dapat disimpulkan bahwa rahn 
adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki 
ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan 
untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.14 
Sesuai dengan fatwa DSN No .7 tentang jaminan, bahwa : “jaminan 
hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kesalahan yang 
disengaja, lali dan menyalahi perjanjian.15 Jaminan dalam perbankan 
syari’ah hanya dijadikan sebagai alternative terakhir setelah menyakini 
bahwa usaha nasabah dianggap tidak bisa ditolong dan diselamatkan, 
sehingga jaminan menjadi alternative terakhir baik untuk mendapatkan 
pengembalian modal yang telah dicairkan dalam pembiayaan kepada 
nasabah. 
Jaminan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi didalam dunia 
perbankan, termasuk perbankan syari’ah dan LKS seperti BMT. Setiap 
 
13 Dr. Mardani, Hukum Perikatan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 189. 
14 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Beirut: darul kitab al-arabi, 1987), cetakan ke-8, vol III, hal 196 
15 Buis Amalia,M Taufiqi dan Dwi Nuraini I, Konsep dan Mekanisme Bank Syariah,FSH UIN SyahiD 
Jakarta:2007. Hlm.29.  
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nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada BMT akan diminta 
untuk memberikan barang jaminan, hal itu bertujuan untuk 
meminimalisiri risiko yang akan terjadi di kemudian hari dan juga untuk 
melihat keseriusan dan tanggung jawab nasabah terhadap pembiayaan 
yang telah diberikan oleh pihak BMT. BMT dapat memintakan jaminan 
(borg) kepada pemakai dana sesuai dengan petunjuk surat al-Baqarah 
(2):283;  
 اًضْعَب ْمُكُضْعَب َنَِمأ ِْنإَف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَهَِرف اًبِتاَك اُودَِجت ْمَلَو ٍرَفَس َٰىلَع ُْمتْنُك ْنِإَو
 ْؤا يِذَّلا ِّدَُؤيْلَفاَهُْمتْكَي ْنَمَو ۚ ََةداَهَّشلا اوُُمتَْكت َلاَو  ُۗهَّبَر َ َّاللَّ ِقَّتَيْلَو َُهتَناََمأ َنُِمت  ُهَِّنإَف
 ٌميِلَع َنوُلَمَْعت اَمِب ُ َّاللََّو ۗ ُُهبْلَق ٌمِثآ 
Artinya :  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu memprcayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”16 
 
16 Departemen Agama RI, Terjemah Al-Qur’an Secara Lafdziyah, (Jakarta; Yayasan Pembinaan 
Masyarakat Islam “Al-Hikmah”, 2004, (2):283. 
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Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi barang 
jaminan atau penjualan jaminan, penjualan jaminan ini merupakan 
langkah terakhir yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah secara administratif. Penjualan jaminan ini tidak seperti 
eksekusi yang dilakukan oleh bank konvensional yaitu langsung menyita 
jaminan debitur. Untuk BMT sebelum dilakukan penjualan jaminan, 
BMT menawarkan terlebih dahulu kepada debitur apakah penjualan 
jaminan dilakukan oleh BMT atau oleh debitur sendiri. Jika nasabah 
menyerahkan kepada BMT untuk menjual jaminan tersebut, maka BMT 
melakukan penjualan di bawah tangan (terserah kepada BMT untuk 
menjual jaminan tersebut kepada siapa saja).  
Proses penjualan jaminan yang dilakukan oleh BMT ini bisa 
diumumkan melalui surat kabar. Sedangkan jika nasabah memilih untuk 
menjual sendiri jaminan tersebut, maka BMT akan mempersilahkan 
kepada nasabah tersebut untuk menjual jaminannya sendiri. Penjualan 
jaminan bisa juga dilakukan dengan kesepakatan antara BMT dan 
nasabah pembiayaan. Artinya BMT dan nasabah pembiayaan sepakat 
untuk sama-sama melakukan penjualan jaminan. Kemudian siapa yang 
mendapat calon pembeli lebih awal (baik BMT ataupun nasabah 
pembiayaan) dan harganya cocok, maka dialah yang berhak untuk 
melakukan penjualan jaminan tersebut. Meskipun jaminan hanya 
berperan sebagai second way out, tapi langkah ini lebih memberikan 
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hasil yang optimal. BMT Iftikhar Klaten akan lebih mudah dan cepat 
dalam mendapatkan pelunasan pembiayaan dari nasabah. 
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F. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah 
ditulis sebelumnya di mana ada hubungannya dengan masalah yang dikaji dalam 
penulisan skripsi ini adalah: 
Skripsi dari Pungky Widya Hapsari mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, yang berjudul “Peranan Jaminan Dalam 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Pembantu Temanggung”. Hasil penelitiannya adalah peranan jaminan dengan cara 
eksekusi barang jaminan lebih memberikan hasil yang optimal. Bank Syari’ah 
Mandiri KCP Temanggung akan lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan 
pelunasan pembiayaan dari nasabah.17 
Skripsi dari Hendra Cipta mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga,  yang berjudul “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah Di BNI Syari’ah Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah 
penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara second way out ialah dengan 
penjualan jaminan, penjualan jaminan ini merupakan langkah terakhir yang 
dilakukan BNI Syari’ah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara 
administratif .18 
Skripsi dari Reza Yudhistira mahasiswi Hukum Ekonomi Syari’ah dan UIN 
Syarif Hidayatullah, tahun 2011, yang berjudul “Strategi Penyelesaiaan 
Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitiannya adalah 
 
17 Pungky Widya Hapsari, “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, 2016. 
18 Hendra Cipta, “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syari’ah 
Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007. 
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Meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap debitur dan managemen . Dan penyelesaian harus mengikuti 
restrukturisasi dan melaksanakannya. 19 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan karya-karya, 
literature, skripsi, jurnal ataupun buku memiliki perbedaan dengan penelitian yang 
sedang penulis lakukan. Perbedaan tersebut seperti, tinjauan atau sudut pandang, 
lokasi atau tempat penelitian dan objeknya. Dengan adanya perbedaan tersebut 
dapat berdampak positif bagi hasil penelitian ini untuk kedepannya dan dapat 
bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah 
penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti langsung terjun 
kelapangan atau ketempat yang menjadi objek penelitian (BMT Iftikhar 
Klaten) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji 
bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang 
diangkat. 
2. Lokasi dan Subjek Penelitian 
Penelitian ini bertempat di BMT Iftikhar Klaten. Dikarenakan BMT 
Iftikhar Klaten tersebut merupakan BMT yang sudah berkembang dan 
mempunyai beberapa cabang. Subjek penelitian tentang peranan jaminan 
 
19 Reza Yudistira, “Strategi  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”, 
skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011. 
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dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Lokasi penelitian berada di 
Daerah Beku, Wangen, Polanharjo, Klaten. 
3. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber. 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan sumber penelitian langsung pada subyek 
atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang 
diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa 
wawancara dengan informan yang merupakan manager dari BMT 
Iftikhar Klaten dan Customer Service di BMT Iftikhar Klaten. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang 
dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan 
sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi 
wawancara, observasi dan dokumen yang sudah ada yang berkaitan 
dengan masalah penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam metode 
wawancara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan 
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lisan melalui bercakap-cakap/mengajukan pertanyaan dengan itu bisa 
memberikan informasi kepada peneliti.20 Dimana disini menggunakan 
wawancara terstruktur yakni dimana hal-hal yang akan ditanyakan telah 
terstruktur dan ditetapkan sebelumnya secara rinci. Teknik wawancara 
dilakukan jika penelitian memerlukan komunikasi atau hubungan 
dengan responden, yaitu Manager dari BMT Iftikhar di Klaten. 
Wawancara dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan. Teknik 
wawancara dapat dilakukan dengan melalui tatap muka. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal yang ada 
kaitan  nya dengan obyek penelitian. Dalam melaksanakan 
dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-
buku, majalah, koran, fotokopi dokumen-dokumen BMT Iftikhar 
Klaten, akad-akad, brosur-brosur pembiayaan dan lain sebagainya21 
c. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisa deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data 
yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang dibahas, kemudian 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan. 
 
 
 
 
20Syaifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet V, 2004) hlm. 14. 
21Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2013), hlm. 74. 
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Dimana langkah-langkah analisis data ini, sebagai berikut : 
1. Pengolahan Data 
Data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data, 
kemudia perlu diolah kembali. Pengolahan data tersebut memiliki 
tujuan agar data lebih sederhana, sehingga semua data yang telah 
terkumpul dan menyajikannya sudah tersusun dengan baik dan rapi 
kemudian baru dianalisis.22 
Tahap-tahap dalam pengolahan data yakni : 
a. Penyuntingan (editing) merupakan kegiatan memeriksa seluruh 
daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. 
b. Pengkodean (coding) adalah kegiatan setelah dilakukannya 
penyuntingan data, kegiatan berikutnya yaitu pengkodean yang 
dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau 
tanda yang berupa angka terhadap jawaban responden yang 
diterima. 
c. Tabulasi (tabulating) merupakan kegiatan menyusun dan juga 
menghitung data dari hasil pengkodean, kemudian akan 
disajikam dalam wujud tabel. 
2. Penganalisisan Data 
Apabila proses pengolhan data telah slesai, maka proses selanjutnya 
yaitu analisis data. Kemudian tujuan analisis data adalah untuk 
menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan. 
 
22 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 
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Setelah datanya sudah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua 
kelompok, yakni data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data 
kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. 
3. Penafsiran Hasil Analisis 
Kemudian bila data sudah selesai dianalisis, kegiatan yang harus 
dilakukan yaitu menafsirkan hasil analisa data tersebut. Tujuan 
penafsiran analisis adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian 
kualitatif yang telah dilakukan. 
Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan 
hipotesis yang sudah dirumuskan dengan hasil analisa data yang sudah 
diperoleh. Peneliti bisa menarik kesimpulan apakah menerima atau 
menolah hipotesis yang sudah dirumuskan. 
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H. Sistematika Penelitian 
Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat 
sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab. 
Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab 
tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan adalah sebagai 
berikut: 
Bab pertama, yang berisi pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, Pada bab ini penulis akan membahas secara teoritis, ditujukan 
untuk memperoleh gambaran tentang tinjauan pustaka, ditujukan untuk 
memperoleh gambaran jaminan antara tekstual dan konseptual. Pembahasan yang 
ada dibab dua ini penting untuk pijakan pembahasan yang ada di bab empat 
nantinya. 
Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode 
penelitian yakni berisi tentang uraian gambaran lokasi penelitian dan data-data 
yang relevan dengan penelitian, yang akan dianalisis. 
Bab Keempat, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang mekanisme 
penerapan jaminan. Data-data ini juga akan memuat prosedur-prosedur yang 
dilakukan oleh BMT Iftikhar Klaten dalam memberikan pembiayaan dalam proses 
taksasi (pentaksiran) jaminan sebagai syarat pembiayaan. Sebelum menganalisis 
jaminan, penyusun akan menguraikan terlebih dahulu klasifikasi-klasifikasi yang 
termasuk pembiayaan bermasalah, di akhir bab ini akan dianalisis bagaimana 
42 
   
 
jaminan pinjaman dalam BMT Iftikhar Klaten yang akan mendapatkan 
kesimpulan nantinya sebagai isi dari bab kelima. 
Bab Kelima, pada bab ini didalamnya memuat kesimpulan dari pembahasan 
pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah 
yang ada pada bab satu. Pada bab ini juga disampaikan saran-saran baik berupa 
kritik maupun masukan-masukan yang berdasarkan apa yang telah diamati oleh 
peneliti selama melakukan penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORI 
A. Jaminan Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Jaminan 
Sedangkan jaminan secara umum diatur dalam Penjelasan Pasal 8 
UUP23 dan Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan bahwa “segala hak 
kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik 
yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi 
tanggungan untuk segala perikatannya”. Jaminan itu dapat berupa 
kebendaan dan perorangan dan apabila debitur tersebut wanprestasi maka 
jaminan yang berupa kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang 
sedangkan jaminan perorangan wajib mempertanggungjawabkan pinjaman 
tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai 
sarana pemenuhan utang. 
Dalam konteks hukum positif, jaminan merupakan hak kebendaan yang 
bersifat sebagai pelunasan hutang yang melekat pada kreditur yang 
memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada 
benda yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wanprestasi terhadap 
suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian, hak jaminan tidak bisa berdiri 
sendiri, karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan 
dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit). 
 
23 Pasal 8 UUP Tahun 1992 sebagaimana telah diubah UUP No. 10 Tahun 1998 
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Jaminan berupa kebendaan diatur dalam buku kesatu Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang kebendaan dan cara membedakannya. Pasal 
449 menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-
tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 
Macam atau jenis kebendaan, pasal 503 tiap-tiap kebendaan adalah 
bertubuh atau tak bertubuh. Pasal 504 tiap-tiap kebendaan adalah bergerak 
atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua 
bagian berikut. Pasal 505 tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat 
dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan 
bilamana karena dipakai menjadi habis. 
2. Peran Jaminan 
Fungsi utama dari jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum 
pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau 
kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum 
ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan 
yang dikenal dalam hukum Indonesia Lembaga jaminan kebendaan dapat 
berupa hak tanggugan, kredit verban, fidusia dan gadai. 24 Sehubungan 
dengan jaminan utang, pemahaman tentang hukum jaminan sebagaimana 
yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sangat diperlukan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerahan 
jaminan kredit dapat mengamankan kepentingannya, antara lain bagi bank 
sebagai pihak pemberi kredit. 
 
24 Mariam Darus Badzuldzaman, 1998, Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan 
Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68. 
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3. Macam Jaminan 
Terdapat berbagai macam-macam Jaminan, yakni :  
a. Jaminan Perorangan, adalah jaminan pihak ketiga yang bertindak 
untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dalam 
pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu 
perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak 
ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang 
(debitor). Ia bahkan dapat diadakan di luar pengetahuan si berutang 
tersebut. Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk 
pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang yang dijamin pemenuhan 
seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si 
penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-
ketentuan pelaksanaan eksekusi pengadilan.  
b. Jaminan Kebendaan¸ suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang 
dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya atau antara kreditor dengan 
seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban 
dari debitor.  Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan 
debitornya, tetapi dapat juga diadakan antara kreditor dengan pihak 
ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban–kewajiban dari si 
debitor. 25 
 
 
25 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata ‘hak-hak yang Memberi Jaminan’, 2002, 
Jakarta : Ind.Hil-Co. Hlm 71 
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4. Eksekusi Jaminan Hukum Positif 
Ketentuan mengenai pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia telah 
mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia yang menyatakan sebagai berikut; 
Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 
benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : 
a. Pelaksanaan titel eksekuturial sebagaimana yang dimaksud dalam pasl 
15 ayat (2) oleh penerima fidusia. 
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 
c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat 
diperoleh harga yang tertinggi yang mengungtungkan para pihak. 
B. Jaminan Menurut Hukum Islam 
Secara Umum, jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi 2, jaminan 
berupa orang sering dikenal dengan istilah damman atau kafalah, sedangkan 
jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn. 
1. Kafalah atau Damman  
a. Pengertian Kafalah 
Kafalah secara etimologi berarti al-dammah, hamalah dan 
za’amah, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni 
47 
   
 
menjamin atau menanggung.26 Sedangkan menurut terminologi kafalah 
didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) 
kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua 
(tertanggung).27 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-
Imran ayat 37 yaitu “Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminya 
(maryam). 
b. Rukun dan Syarat Kafalah 
Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu yaitu ijab 
qabul.28 Sedangkan menurut ulama yang lainnya, rukun dan syarat 
kafalah adalah sebagai berikut : 
1) Damin atau kafil, orang yang menjamin disyaratkan sudah baligh, 
berakah dan tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan 
dengan kehendak sendiri. 
2) Madmunlah yaitu orang yang berpiutang syaratnya ialah bahwa 
yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak 
manusia berbeda dalam menghadapi orang yang berpiutang. 
3) Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya 
terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, 
baik yang berhutang itu rela atau tidak. 
4) Sighat yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin 
5) Obyek jaminan hutang, berupa uang, barang atau orang.29 
 
26 Wahbah Zuhaili, al Fiqh al-Islami wa adillatuhu (beirut: Dar al-Fikr, cet 6, 2002), hal 414. 
27 Dr.Mardani, Hukum Perikatan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 189. 
28 Abdurrahman Jaziri, Fiqh ‘ala Mazhib al Arba’ah, tp,t.p,t.th, 226. 
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c. Manfaat Kafalah 
1)  Pihak yang dijamin (nasabah), bahwa dengan kafalah yang 
diberikan oleh bank, nasabah bisa mendapatkan atau mengerjakan 
proyek dari pihak ketiga 
2) Pihak yang terjamin (pemilik proyek), bahwa dengan kafalah yang 
diberikan oleh bank, pemilik proyek mendapatkan jaminan bahwa 
proyek yang akan dikerjakan oleh nasabah tadi akan diselesaikan 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 
3) Pihak yang menjamin (bank), bahwa dengan kafalah yang 
diterbitkan oleh bank, maka pihak bank akan memperoleh fee yang 
diperhitungkan dari nilai dan risiko yang ditanggung oleh bank atas 
kafalah yang diberikan. 
d. Dasar Hukum Kafalah 
1) Firman Allah QS. Yusuf [12] : 66 ; 
اًقِثْوَم ِنُوتُْؤت ٰىَّتَح ْمَُكعَم ُهَلِسُْرأ ْنَل َلاَق  ِ َّاللَّ َنِم َْنأ َّلاِإ ِهِب ِينَُّنْتَأتَل َطاَحُي
و ُلوُقَن اَم َٰىلَع ُ َّاللَّ َلاَق ْمُهَقِثْوَم ُهَْوتآ ا ََّملَف  ْۖمُِكب 
Artinya : 
Ya’qub berkata : “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya(pergi) 
bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji 
yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti kembali 
kepadaku”.30 
 
 
 
 
29 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 
262. 
30 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : Malikota, 1989), hal 359. 
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2) As-Sunnah : 
“Telah ditetapkan Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk 
dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya apakah ia mempunyai 
utang? sahabat menjawab, tidak, maka beliau menshalatkannya. 
Kemudian dihadapkan lagi pada jenazah lain, Rasulullah pun 
bertanya, apakah ia mempunyai utang ? sahabat menjawab, ya, 
Rasulullah berkata shalatkanlah temanmu itu (beliau sendiri tidak 
mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin 
utangnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah 
tersebut (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).” (HR. Bukhari)31 
2. Rahn 
a. Pengertian Rahn 
Jaminan dalam  bahasa Arab dikenal dengan istilah ar-rahn. Ar-
Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan terus menerus 
yang didasari dari bahasa Arab “rahinulma” yang artinya apabila tidak 
mengalir kata rahinatul ni’mah yang bermakna nikmat yang tidak 
putus.32  
Rahn adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah 
kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Harta atau 
 
31 Ibid., 190 
32 Abdullah bin Muhammad Al-Thoyaar, Al Fiqh Al Muyassarah, ismul Muamalah , Cet 1. Madar Al 
Wathoni Lin Nasyr, Riyadh, 1425H. Hlm 115 
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barang tersebut sebagai agunan atau jaminan semata-mata atas 
hutangnya kepada bank.33 
Menurut istilah syara’ ar-rahn terdapat beberapa pengertian 
diantaranya : 
1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan 
menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. 
2) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat 
kepercayaan dalam utang piutang. 
3) Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang 
mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.34 
Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar 
tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan 
gadai dalam hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga 
menarik keuntungan melalui sistem bungan atau sewa modal yang 
ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal “bunga uang”, 
dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syari’ah) pemberi gadai 
tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. 
Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk 
memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang 
jaminan/agunan).35 
 
 
33 Dewan  Syariah Nasional MUI, Konsep & Implementasi Bank Syariah (Jakarta : Renaisan, 2005), 
hal.24 
34 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I ; 2002), hal 105-106. 
35 Perum pegadaian, Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, hal 1 dan 2. 
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b. Rukun dan Syarat Rahn 
Gadai dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, 
antara lain : 
1) Akad ijab dan qabul 
2) Aqid yaitu menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai 
(murtahin). 
3) Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang 
dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang 
harus dibayar. 
4) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.36 
Adapun yang menjadi rukun gadai adalah : 
1) Adanya lafaz yaitu pernyataan ada perjanjian gadai 
2) Adanya pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) 
3) Adanya barang yang digadaikan (marhun) 
4) Adanya utang. 
Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat sah ar-rahn (gadai ) 
antara lain : 
1) Borg/marhun (barang gadai) harus utuh 
2) Borg yang berkaitan dengan benda lainnya. Tapi Hanafiyah 
berpendapat tidak sah jika borg berkaitan dengan benda lain seperti 
birg buah yang masih di pohon, sedangkan pohonnya tidak 
dijadikan borg. 
 
36 Hendi Suhendi, Op.cit, hal 108 
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3) Gadai utang 
4) Menggadaikan barang pinjaman, pada dasarnya barang yang 
digadaikan haruslah milik rahin akan tetapi jika dalam kondisi 
tertentu rahin bisa menggadaikan barang yang bukan miliknya asal 
seizin pemiliknya atau rahin tersebut dikuasakan untuk 
melaksanakan akad gadai (rahn).37 
Maka dari itu dapat disimpulkan rukun dan syarat sahnya akad 
gadai adalah adanya pihak penggadai (rahin), pihak yang menerima 
gadai (marhun), barang yang dipinjam, barang yang dijadikan gadai da 
ijab qabul. Tanpa kesemuannya tersebut sangat mustahil dapat terwujud 
akad gadai. 
c. Manfaat Rahn 
1) Timbulnya rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi 
antara manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang 
menerima gadai dari Allah swt. Disuatu hari yang tiada guna lagi 
harta dan anak, kecuali orang yang lapang, rela dan tulus ikhlas 
untuk memperoleh ridha dari Allah.38 
2) Ar-rahn pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepada 
berpiutang. Dengan demikian, maka pada hakikatnya tujuan gadai 
itu untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap 
sesuatu dan juga tidak merugikan kepada orang lain. Islam 
 
37 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung : Pustaka Setia) hal 169 
38 Syekh Al Ahmad Jurjani, Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatuhu, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo 
(Semarang : Asy Syifa, 1992). Hal 394. 
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memberikan tuntutan agar kita sebagai manusia untuk selalu tolong 
menolong.39  
Jadi disini agama Islam memberikan jalan keluar bagi yang 
kena sesuatu kesulitan, sedang ia mempunyai sesuatu barang yang 
juga berharga dan itulah yang dijadikan borg (jaminan). 
3) Pada hakekatnya yaitu memberikan jaminan kepada oarang yang 
berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat 
kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang 
mempunyai barang yang berharga(barang yang dapat digadaikan). 
Jadi, pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-
batas pemberian jaminan. 
d. Dasar Jaminan 
Sumber hukum jaminan, diantara ayat dan hadits ini : 
1) Firman Allah QS.Al Baqarah [2]:283 :  
 ْمُكُضْعَب َنَِمأ ِْنإَف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَهَِرف اًبِتاَك اُودَِجت ْمَلَو ٍرَفَس َٰىلَع ُْمتْنُك ْنِإَو
 َف اًضَْعب ْنَمَو ۚ ََةداَهَّشلا اوُُمتَْكت َلاَو ۗ ُهَّبَر َ َّاللَّ ِقَّتَيْلَو َُهتَناََمأ َنُِمتْؤا يِذَّلا ِّدَُؤيْل
آ ُهَِّنإَف اَهُْمتْكَي ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَِمب ُ َّاللََّو ۗ ُهُبْلَق ٌمِث  
Artinya : 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memprcayai sebagian 
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
 
 39 Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang menurut Islam, (Bandung Diponegoro, 1992), hal 14 
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Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.40 
 
2) Firman Allah QS. Al Baqarah [2]:280; 
 ۖ ْمَُكل ٌرْيَخ اُوقَّدََصت َْنأَو ۚ ٍةَرَسْيَم َٰىلِإ ٌةَرَِظنَف ٍةَرْسُع ُوذ َناَك ْنِإَو ُْمتْنُك ْنِإ
 َنوُمَلَْعت 
Artinya : 
“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.”41 
 
3) Hadis riwayat Al Bukhari : 
Anas ra juga pernah menuturkan: “Sesungguhnya Nabi shalallahu 
alaihi wasalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah 
kepada orang Yahudi,sementara beliau engambil gandum dari 
orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau”  
. 
e. Eksekusi Jaminan Hukum Islam 
Eksekusi barang jaminan ini dilakukan dengan cara lelang. Lelang 
yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran 
harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun 
untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman 
lelang. Lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer 
dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada 
penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu 
kepada penawar yang pada mulanya membuk lelang dengan harga 
 
40 Wahbah al Zuhayli, al-tafsir al-Munir, III hlm.122. 
41 Ibid., hlm 120 
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rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada 
calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda. 
Kitab-kitab fikih atau hadits, jual beli lelang disebut dengan istilah 
Bai’ Al Muzayadah (adanya tambahan. Lelang dalam muamalat adalah 
transaksi dalam islam yang merupakan penjualan didepan umum 
dengan sistem tawar menawar tertinggi. Lelang adalah jual beli yang 
diperbolehkan didalam islam dengan syarat-syarat yang ditentuka dan 
disesuaikan dengan hukum Islam sesuai aturan Al-Qur’an, Al-Hadits, 
dan Ijma’ ulama dan aturan hukum syariat. 
 
C. Pembiayaan Bermasalah 
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan merupakan aktivitas dalam menyalurkan dana kepada 
pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam 
bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh 
pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima 
dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan 
terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi 
pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk 
mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka 
waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.42 
Analisis pembiayaan dari BMT menerapkan prinsip 5 C, yang 
dimaksud dengan 5 C itu adalah :  
 
42 Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, 2000, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 105 
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a. Character adalah kepribadian, moral, kejujuran calon debitor selalu 
harus diteliti seksama terutama dalam menghadapi debitor yang baru. 
Hal-hal yang perlu diteliti adalah sifat pribadi yang meliputi cara hidup, 
keadaan keluarga, riwayat dan nama baik calon debitor di masyarakat. 
b. Capacity adalah kemampuan debitor dalam mengendalikan dan 
mengembangkan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan 
kredit yang bakal diterimanya. Hal ini terkait dengan latar belakang 
pendidikan, pengalaman dan keadaan usahanya pada waktu 
permohonan kredit diajukan. 
c. Capital adalah suatu modal yang dimiliki debitor pada waktu 
permohonan kredit diajukan. Keadaan perusahaan yang dikelolanya 
harus dinilai dengan cermat sebelum permohonan dikabulkan 
seluruhnya, sebagian atau ditolak sama sekali. 
d. Colleteral adalah agunan atau jaminan berupa benda yang diberikan 
oleh calon debitor. Dengan jaminan ini maka bank akan lebih terjamin 
bahwa kredit yang diberikannya akan dapat diterima kembali pada 
waktu yang ditentukan. 
e. Condition adalah keadaan ekonomi pada umumnya, keadaan ekonomi 
nasional dan keadaan ekonomi calon debitor. Hal ini dimaksudkan agar 
dapat diketahui kedudukannya. 
Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam 
setiap pemberian pembiayaan. Resiko tersebut berupa keadaan dimana 
pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka 
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waktu yang telah ditentukan. Dimana pembiayaan yang bertujuan untuk 
membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankan. Pembiayaan 
bermasalah ini adalah pembiayaan yang tidak lancar atau macet, dimana 
nasabah tidak memenuhi syarat yang diperjanjikan, pengembalian 
pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan 
yang diberikan memiliki potensi merugikan bmt serta pengembalian 
pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena 
usaha yang dijalankan nasabah. 
Sehubungan dengan upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah 
sebagaimana dimaksudkan terdahulu, Retnowulan Sutantio mengemukakan 
bahwa baik pembiayaan bermasalah maupun kredit macet tersebut diukur 
dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan artinya kapan suatu kredit 
dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dari kolektibilitasnya.  
Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi :43 
a. Lancar 
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dam atau 
margin sampai dengan 90 hari. Selalu menyampaikan laporan keuangan 
secara teratur dan akurat, dokumentasi penjanjian piutang lengkap dan 
pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan 
perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 
 
 
 
43 Trisadini P.,Transaksi Bank Syariah, Jakarta : PT . Bumi Aksara, 2013, h.105 
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b. Dalam Perhatian Khusus 
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 
margin sampai dengan 90 hari. Selalu menyampaikan laporan keuangan 
secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan 
pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan 
perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 
c. Kurang lancar 
Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau 
margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian 
laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi 
perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi 
pelanggaran persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya 
melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan 
keuangan.44 
d. Diragukan 
Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau 
margin yang telah melewati180 hari sampai dengan 270hari. Nasabah 
tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, 
dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 
lemah serta terjadinya pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan 
pokok perjanjian. 
 
 
44 Ibid., hal 106 
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e. Macet 
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 
margin yang telah melewati 270 hari dan dokumnetasi perjanjian 
piutang dan pengikatan agunan tidak ada. 
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 
Faktor penyebab terjadinya Pembiayaan bermasalah yakni dari anggota, 
kondisi eksternal, bahkan dari pihak BMT sebagai pemberi pembiayaan itu 
sendiri. Kesalahan dari BMT dimulai dari tahap perencanaan, tahap analisis 
dan tahap pengawasan, kurangnya pemahaman atas latar belakang calon 
nasabah, kelemahan dalam analisis pembiayaan, kelemahan dokumen 
pembiayaan, pemberian kelonggaran terlalu banyak, karyawan pembiayaan 
mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.  
Sedangkan dari faktor nasabah yakni adanya unsur kesengajaan nasabah 
untuk tidak membayar, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar 
kewajiban kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan dengan 
sendirinya menjadi macet, artinya nasabah memiliki kemauan untuk 
membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena 
musibah kebanjiran atau kebakaran sedangkan dari faktor eksternal yakni 
perubahan kondisi ekonomi serta perubahan-perubahan peraturan.45 
3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Yang dimaksud dengan upaya bank untuk menyelamatkan kredit 
adalah upaya bank untuk melancarkan kembali kredit  yang sudah tergolong 
 
45 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : Raja Grafindo Pers, 2002), hal 102 
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dalam kredit kurang lancar ”diragukan” untuk kembali menjadi ”kredit 
lancar” sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membyar 
kembali, utangnya kepada bank disertai dengan biaya dan bunga. Menurut 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 secara 
operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh 
melalui beberapa cara yaitu :  
a. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu suatu upaya hukum untuk 
melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang 
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit 
termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah 
angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. 46 
b. Persyaratan kembali  (reconditioning)  yaitu melakukan perubahan 
sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas 
kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. 
Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit 
atau tanpa melakukan konversi atas seluruh/sebagian dari kredit 
menjadi equity perusahaan . 
c. penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit 
berupa penambahan dana bank dan/atau konvensi seluruh atau 
sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau 
konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam 
perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau 
 
46 Manan, Bagir. Diskusi Terbuka Penyelesaian Kredit Macet Perbankan-Sarana Penanggulangan Kredit 
Macet Perbankan. Jakarta : Bank Indonesia. 
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persyaratan kembali. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang 
dilakukan Bank dalam  kegiatan perkreditan terhadap debitur yang 
mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan 
antara lain melalui:  
1) penurunan suku bunga Kredit; 
2) perpanjangan jangka waktu Kredit; 
3) pengurangan tunggakan bunga Kredit; 
4) pengurangan tunggakan pokok Kredit; 
5) penambahan fasilitas Kredit; dan atau 
6) konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. 
d. Eksekusi Jaminan, yakni Penjualan jaminan atau lelang adalah 
langkah terakhir setelah dilakukan penyelesaian dengan cara 
penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. 
D. Kerangka Berfikir 
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BAB III 
GAMBARAN TENTANG PERANAN JAMINAN DALAM 
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT IFTIKHAR 
KLATEN 
B. Gambaran Umum BMT Iftikhar Klaten 
1. Sejarah BMT Iftikhar Klaten 
BMT Iftikhar ini didirikan pada tanggal 14 September 2013. Dengan 
Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam BMT Iftikhar Nomor 20 tanggal 
14/09/2013 yang dibuat dan disampaikan Notaris Hanimah Octaviani,SH. 
telah beroperasi sejak tanggal 16/09/2013 melalui keputusan Kepala Dinas 
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Kab. Klaten No. 624/BH/XIV.14/2013 tanggal 16/09/2013 tentang 
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam BMT Iftikhar Klaten. 
Sebelum beroperasi BMT Iftikhar mengadakan pertemuan dengan 
beberapa masyarakat yang dianggap sukses ekonomi untuk bergabung 
menjadi anggota pendiri. Pertemuan tersebut mendapat hasil yakni 
membentuk BMT Iftikhar di Beku, Wangen, Polanharjo, Klaten. 
Selanjutnya mengadakan iuran per-orang Rp.500.000,- sebagai simpanan 
pokok dan dapat diangsur serta menunjuk peserta pertemuan yang dianggap 
mempunyai kompetensi dibidangnya, yaitu Bpak Mujahid Jaryanto S.H. 
MBA, sebagai Ketua;Ibu Dian Nurani Sp.d sebagai Bendahara; Bapak Sigit 
Pramono sebagai Sekretaris. Pengurus menghubungi beberapa orang lagi 
untuk bergabung dan memperkuat dan pengoperasian BMT Iftikhar.  
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2. Struktur Organisasi BMT Iftikhar Klaten 
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3. Visi, Moto dan Tujuan BMT Iftikhar Klaten 
BMT Iftikhar Klaten memiliki motto “Lebih Untung dan Barokah”, 
yang mendukung terwujudnya visi BMT yaitu “Menjadi BMT dengan 
mengedepankan tata kelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian, menjaga 
dan mengelola dana nasabah dengan aman serta mendapatkan untung, 
dengan mendapat ridho Allah dan menjadi barokah”.  
Tujuan dari didirikannya BMT Iftikhar Klaten ini adalah untuk 
memperluas kiprah BMT di Kabupaten Klaten, sehingga dalam 
operasionalnya diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 
khususnya bagi pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah, guna 
tercapainya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik.47 
4. Produk Pembiayaan di BMT Iftikhar Klaten 
BMT Iftikhar Klaten ini terdapat 2 Produk yakni simpanan dan 
pembiayaan 
a. Simpanan 
Terdapat 2 produk simpanan, yaitu simpanan Mudhorobah dan 
Simpanan Berjangka, sebelum calon anggota menjadi peserta simpanan, 
calon anggota diwajibkan mendaftarkan dirinya sebagai anggota KSP 
BMT Iftikhar. 
1) Simpanan Mudhorobah 
Simpanan mudhorobah adalah simpanan yang didasarkan pada 
prinsip bagi hasil, tidak ada batasan setoran pada simpanan ini dan 
 
47 Brosur, 28 Maret 2019 di BMT Iftikhar Klaten 
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simpanan dapat diambil sewaktu-waktu atau pada waktu-waktu 
yang telah disepakati bersama. Besaran Nisbah untuk BMT 65%, 
untuk Anggota 35%. Adapun jenis simpanan Mudhorobah di KSP 
BMT Iftikhar adalah sebagai berikut, 
a) Simpanan Pendidikan 
b) Simpanan lebaran 
c) Simpanan urban 
d) Simpanan Haji 
e) Simpanan Umroh 
f) Simpanan Walimah 
g) Simpanan Persalinan 
h) Simpanan Arisan 
2) Simpanan Berjangka 
Simpanan Berjangka adalah Simpanan yang besaran 
setorannya telah disepakati dan disimpan dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan pihak KSP BMT Iftikhar, adapun jangka waktu 
yang disediakan adalah sebagai berikut : 
a) Simpanan Berjangka 3 Bulan, Nisbah 65%-35% 
b) Simpanan Berjangka 6 Bulan, Nisbah 60%-40% 
c) Simpanan Berjangka 9 Bulan, Nisbah 55%-45% 
d) Simpanan Berjangka 12 Bulan, Nisbah 50%-50% 
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b. Pembiayaan 
Terdapat 4 Jenis Produk Pembiayaan di KSP BMT Iftikhar, 
diantaranya: 
1) Pembiayaan Mudhorobah 
Kerjasama antara BMT dan Anggota berupa peminjaman 
modal usaha, dimana modal usaha 100% dari BMT, dan laba bersih 
akan dibagi berdasarkan akad perjanjian yang telah disepakati. 
2) Pembiayaan Musyarokah 
Kerjasama antara BMT dan anggota peminjaman modal usaha, 
dimana odal usaha bersifat patungan atau modal bersama. Dimana 
BMT juga berhak mendapatkan laporan Perkembangan usaha dan 
laba bersih akan dibagi berdasarkan akad perjanjian yang telah 
disepakati. 
3) Pembiayaan Murobahah 
Kerjasama antara BMT dan anggota berupa pembelian 
sejumlah barang untuk kebutuhan anggita, diman BMT berhak 
mengambil keuntungan dari penjualan barang tersebut dan system 
pembayarannya ditangguhkan atau diangsur. 
4) Pembiayaan Ijaroh 
Kerjasama antara BMT dan anggota berupa penyewaan barang 
yang dibutuhkan oleh anggota, dimana BMT berhak memperoleh 
pendapatan dari barang yang disewa dan system pembayarannya 
diangsur. 
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5. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan dengan Jaminan di BMT Iftikhar 
Klaten 
Mekanisme pembiayaan yang ada di BMT Iftikhar Klaten meliputi 
proses sebagai berikut : 
a. Nasabah datang ke BMT Iftikhar Klaten untuk mengajukan pembiayaan 
dengan jaminan yakni dengan menyerahkan fotocopy identitas KTP, 
KK, Surat Nikah, rekening listrik dan air serta fotocopy jaminan 
(BPKB dan STNK serta hasil gesek nomor Mesin dan Rangka/Sertifikat 
Tanah beserta SPPT tahun terakhir), dengan catatan barang jaminan 
tidak sedang dalam masalah dan tdak sedang dijaminkan dipihak lain 
kecuali akan ditake over serta barang jaminan milik sendiri dan atas 
nama sendiri. 
b. Setelah itu dilakukan survei oleh pihak BMT Iftikhar 
c. Pemilik jaminan wajib hadir saat penandatangan akad pembiayaan dan 
pengikatan jaminan 
d. Bersedia membayar biaya administrasi, materai, notaris dan ta’awun 
pembiyaan/premi asuransi. 
e. Setelah itu dilakukannya analisa dan taksasi jaminan 
f. Setelah melakukan analisa jaminan, pihak BMT Iftikhar Klaten 
menentukan apakah pengajuan pembiayaan diterima atau ditolah. 
Apabila disetujui selanjutkan dilakukan akad. 
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6. Pentaksiran Jaminan Oleh BMT Iftikhar Klaten Sebagai Syarat 
Pembiayaan 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak yaitu 
Manager di BMT Iftikhar Klaten yaitu pihak yang secara langsung 
menangani pentaksiran jaminan itu sendiri menjelaskan pemberian 
pembiayaan kepada nasabah sangat mengandung resiko, sehingga 
pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat 
yaitu tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa surat ijin tertulis. 
Guna mengurangi resiko kerugian faktor adanya jaminan inilah yang 
penting harus diperhatikan.48 
Di BMT Iftikhar ini sebelum melakukan taksasi atau taksiran maka BMT 
melakukan plotting terlebih dahulu untuk menemukan data-data atau keadaan 
jaminan sebenarnya. Pentaksiran di BMT Iftikhar ini dengan melihat harga-
harga yang ada dipasaran, yakni diperoleh dari harga-harga yang beredar di 
kalangan masyarakat untuk mengetahui berapakah pembiayaan yang 
dikeluarkan dari pihak BMT. Pentaksiran ini dijadikan pedoman dalam 
memberikan berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT 
Iftikhar.  
Pada proses pentaksiran di BMT Iftikhar ini dilihat terlebih dahulu 
kriteria jaminan tersebut apakah sudah sesuai atau belum sesuai yakni dari 
nilai ekonominya, kepemilikan jaminan tersebut dapat dipindahtangankan 
dari pemilik semula kepada pihak lain atau tidak, serta mempunyai nilai 
 
48 Wawancara dengan Atik Masruroh, tanggal 28 Maret 2019 di BMT Iftikhar Klaten. 
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yuridis yakni dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak.  
Sehingga dalam Pasal 8 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 ditentukan 
bahwa dalam pemberian pembiayaan pihak BMT wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 
serta kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayan yang telah disepakati 
melalui proses akad yang sudah dilakukan sebelum melakukan pembiayaan, 
BMT juga wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, 
kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur mengingat bahwa 
jaminan salah satu unsur penting dalam pemberian pembiayaan wajib 
memberikan jaminan.  
Proses pentaksiran pada BMT Iftikhar ini menggunakan prinsip 5C 
yakni dari kepribadian (character) anggota yang akan melakukan 
pembiayaan diliaht dari riwayat serta nama baik dalam masyarakat, 
kemampuan (capacity) anggota dalam usahanya biasanya dilihat dari latar 
belakang pendidikan, modal (capital) yang dimiliki debitur dilihat dari 
keadaan usaha yang dikelolanya, jaminan (colleteral) yang diberikah oleh 
calon debitur dengan adanya jaminan ini bmt lebih terjamin pinjaman yang 
diberikan kepada debitur dapat diterima dalam waktu yang sudah 
ditentukan, Kondisi (Condition) yakni dilihat dari kondisi atau keadaan 
ekonomi dari calon debitur. 
Proses pentaksiran jaminan itu sendiri dilihat dari jaminan yang 
diberikan kepada BMT maksimal plafond pembiayaan (pengajuan kredit) 
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sebesar 60% dari nilai jaminan (agunan) yang diberikan oleh nasabah yang 
melakukan pengajuan pembiayaan. 
7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Iftikhar Klaten 
Berdasarkan penyajian data diketahui bahwa penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di BMT Iftikhar Klaten ini menggunakan pendekatan secara 
kekeluargaan terlebih dahulu dimana dalam hal ini pengingatan dari bmt 
kepada nasabah tersebut untuk membayar angsuran di BMT Iftikhar Klaten. 
Pihak BMT Iftikhar melakukan pendekatan secara kekeluargaan seperti 
mengingatkan nasabah untuk membayar angsurannya menggunakan 
handphone (HP), Melakukan kunjungan ke rumah nasabah untuk mencari 
solusi, memanggil nasabah untuk datang ke BMT untuk mencari solusi, 
BMT memberikan keringan dengan memberikan perpanjangan waktu 
kepada nasabah hal ini dilakukan agar nasabah mampu melunasi 
angsurannya, BMT memperkecil keuntungan yang didapat dari kesepakatan 
yang dilakukan di awal akad dan jika nasabah belum sanggup membayar 
maka BMT akan menghapus keuntungan yang disepakati di awal akad 
untuk memberikan keringanan, sehingga nasabah harus membayar angsuran 
pokoknya saja. 
Jika setelah itu belum juga ada upaya dari nasabah dalam membayar 
angsurannya dari pihak BMT memberikan surat peringatan sebanyak tiga 
(3) kali, tetapi setelah itu masih belum ada upaya dari nasabah maka dari 
pihak BMT memberikan surat perintah penjualan jaminan. 
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8. Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 
BMT Iftikhar Klaten 
Berdasarkan penyajian data dan teori umum tentang pembiayaan yang 
bermasalah pada BMT, diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT 
yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola pembiayaan-
pembiayaan yang bermasalah. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan 
sejak bulan Januari 2018 nasabah pembiayaan terdapat pembiayaan 
bermasalah pada BMT Iftikhar Klaten.  
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan tidak semua pembiayaan 
yang bermasalah yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan BMT 
Iftikhar mempunyai cara berbeda-beda untuk menyelesaikan permasalahan, 
tergantung sejauh mana pembiayaan itu bermasalah maka pihak BMT akan 
melakukan cara dalam mengelola pembiayaan agar bisa meminimalisasikan 
pembiayaan bermasalah.49                                                                                                                                                                             
Pada BMT Iftikhar bergerak secara khusus melayani dan menangani 
semua pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang sudah dibiayai BMT 
Iftikhar agar dapat diselesaikan, baik itu dengan cara melanjutkan 
pembiayaan yang sudah berjalan atau dilakukan penarikan barang yang 
sudah dibiayai oleh BMT, apapun kebijakan yang dilakukan itu hanya 
bertujuan untuk mempertahankan pembiayaan yang sudah berjalan agar 
tidak terjadi kemacetan dan tidak merugikan pihak BMT. Disamping itu 
BMT juga bertugas menyelesaikan pembiayaan yang sudah tidak bisa 
 
49 Wawancara dengan Atik Masruroh, tanggal 28 Maret 2019 di BMT Iftikhar 
72 
   
 
dipertahankan seperti pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan 
pembiayaan macet. 
Peranan jaminan ini sebagai jalan keluar kedua atau second way out 
yakni berupa penjualan atau eksekusi jaminan, jika sudah dilakukannya  
first way out, first way out pada BMT Iftikhar ini seperti penjadwalan 
kembali (resceduling), pengkondisian kembali (reconditioning), dan  
restructuring. 
Jika debitur belum juga melunasi maka diberikan surat peringatan 3 
(tiga) kali, jika belum juga melunasi pinjamannya maka diberikan surat 
pernyataan penjualan jaminan oleh BMT Iftikhar. Sebelum itu pihak BMT 
menawarkan terlebih dahulu kepada debitur apakah penjualan jaminan 
dilakukan oleh BMT atau debitur itu sendiri. Setelah ini BMT akan 
melakukan penjualan jaminan tersebut atau mempersilahkan kepada 
nasabah tersebut untuk menjual jaminannya sendiri. Sehingga eksekusi ini 
disetujui dari berbagai pihak. 
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BAB IV 
PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT 
IFTIKHAR KLATEN 
A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Iftikhar Klaten 
Dalam memberikan pembiayaan dalam masyarakat, BMT mempunyai produk 
pembiayaaan yang berasal dari pembiayaan dan simpanan, sehingga dalam 
pemberian pembiayaan hutang pihak BMT mensyaratkan adanya jaminan sebagai 
pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi 
pula debitur melakukan wanprestasi, sehingga menyebabkan pembiayaan macet. 
Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 
bersama Ibu Atik Nasruroh sebagai manager di BMT Iftikhar Klaten dalam 
menentukan kriteria pembiayaan dapat dinyatakan macet, karena dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melunasinya, sehingga debitur 
dinyatakan lalai. 
Anggota BMT yang melakukan pembiayaan di BMT Iftikhar berdasarkan 
analisis yang penulis lakukan yaitu sekitar 2,4% pembiayaan yang macet oleh 
karena itu fungsi jaminan itu sendiri adalah menjamin agar debitur tidak semena-
mena dalam menyanggupi kewajiban yang telah disepakati 
Dalam mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan yang macet atau 
pembiayaan yang bermasalah ini BMT Iftikhar dilakukan dengan mengadakan 
pendekatan secara kekeluargaan, dalam hal ini dilakukan dengan musyawarah 
secara kekeluargaan untuk mencari solusi jika debitur belum juga ada upaya untuk 
melunasi hutangnya maka dari pihak BMT memberikan surat peringatan sebanyak 
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tiga (3) kali tetapi setelah itu tidak ada upaya untuk mengembalian hutang dari 
pihak debitur maka dari itu pihak bmt memberikan surat pernyataan bahwa 
jaminan disita oleh pihak BMT serta diadakannya penjualan jaminan (eksekusi 
jaminan) dengan cara lelang.  
Maka dari itu penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Iftikhar Klaten 
ini tidak bertentangan dengan hukum islam serta sudah sesuai prosedur yang 
sudah ditetapkan dan tidak pula merugikan dari kedua belah pihak dari pihak bmt 
maupun pihak anggota karena diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. 
B. Peranan Jaminan dalam Penyelesaian Permasalahan Pembiayaan 
Bermasalah 
Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 
bersama Ibu Atik Nasruroh sebagai manager di BMT Iftikhar Klaten, Anggota 
BMT yang melakukan pembiayaan di BMT Iftikhar berdasarkan analisis yang 
penulis lakukan yaitu sekitar 2,4% pembiayaan yang macet oleh karena itu fungsi 
jaminan itu sendiri adalah menjamin agar debitur tidak semena-mena dalam 
menyanggupi kewajiban yang telah disepakati.  
Jika ditinjau dari aspek finansial, jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi 
shahibul maal agar dapat menuntut atau menarik kembali fasilias pembiayaan 
yang telah diberikan kepada mudharib tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.  
Sedangkan jika dilihat dari aspek hukum, jaminan merupakan sarana untuk 
melakukan penegakan hukum agar mudharib dapar mematuhi substansi yang telah 
disepakati di dalam akad pembiayaan. Pencantuman jaminan maupun yang 
berhubungan dengan jaminan di  BMT menandakan bahwa jaminan adalah salah 
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satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama 
yaitu adanya aturan tentang jaminan. Jaminan menjadi penting ketika shahibul 
maal khawatir akan munculnya penyelewengan mudharib. 
Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT 
Iftikhar ini adalah dengan cara second way out. Sebelum dilakukan second way 
out ini BMT Iftikhar melakukan first way out terlebih dahulu yakni rescheduling 
(penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak BMT untuk 
menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada debitur, penjadwalan 
kembali ini dilakukan dengan menambah jangka waktu peminjaman yang 
dilakukan debitur pembiayaan sehingga angsuran perbulannya menjadi lebih 
kecil. 
Selanjutnya dengan melakukan reconditioning merupakan usaha pihak bank 
untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah 
sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak 
debitur dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan); misalnya dengan 
melakukan perubahan porsi bagi hasil antara BMT Iftikhar dan debitur; disini 
yang dikurangi adlah porsi pembiayaan bagi hasil untuk BMT Iftikhar.  
Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan pembiayaan 
yang terpaksa harus dilakukan oleh bmt dengan cara mengubah komposisi 
pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh BMT 
Iftikhar dengan menambah pembiayaannya kepada nasabah pembiayaan atau bisa 
juga dengan nasabah yang menambah porsi modalnya sendiri. 
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Sedangkan pada second way out, upaya yang dilakukan BMT Iftikhar pada 
tahap ini adalah dengan melakukan penjualan jaminan. Penjualan jaminan ini 
merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah secara administratif. Penjualan jaminan ini tidak seperti 
eksekusi yang dilakukan oleh bank konvensional yaitu dengan langsung menyita 
jaminan debitur. Untuk BMT Iftikhar sebelum dilakukan penjualan jaminan, BMT 
Iftikhar menawarkan terlebih dahulu kepada debitur apakah penjualan jaminan 
dilakukan oleh BMT Iftikhar atau oleh debitur sendiri.  
Jika debitur menyerahkan kepada pihak BMT Iftikhar untuk menjual jaminan 
tersebut, maka BMT Iftikhar akan melakukan penjualan jaminan tersebut dengan 
penjualan bawah tangan ( terserah kepada BMT Iftikhar untuk menjual jaminan 
tersebut kepada siapa saja tetapi tidak melalui lelang). Proses penjualan jaminan 
yang dilakukan oleh pihak BMT Iftikhar ini bisa diumumkan melalui surat kabar. 
Sedangkan jika debitur memilih untuk menjual sendiri jaminan tersebut, 
maka BMT Iftikhar akan mempersilahkan kepada nasabah tersebut untuk menjual 
jaminannya sendiri. Penjualan jaminan bisa juga dilakukan dengan kesepakatan 
antara BMT Iftikhar dan debitur. Artinya BMT Iftikhar dan debitur sepakat untuk 
sama-sama melakukan penjualan jaminan, kemudian siapa yang mendapat calon 
pembeli lebih awal (baik BMT Iftikhar araupun nasabah pembiayaan) dan 
harganya cocok, maka dialah yang berhak untuk melakukan penjualan jaminan 
tersebut. 
Jadi dapat dikatakan bahwa praktek peranan jaminan dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah di BMT Iftikhar Klaten sudah sesuai dan tidak 
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bertentangan dengan Hukum Islam. Dan cara penyelesaian pembiayaan 
bermasalah sudah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan peranan jaminan itu 
sendiri sangatlah penting dalam bab pengajuan pembiayaan. Obyek penjualan 
jaminan pun sudah sesuai dan tidak  adanya penjualan jaminan secara paksa dan 
transparan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Sebagaimana rangkaian dari keseluruhan isi pembahasan skrpsi ini, maka 
dalam bab terakhir ini kesimpulan yang bisa ditarik ialah  
1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Iftikhar menggunakann 
pendekatan secara kekeluargaan, dimana bermusyawarah untuk mencari 
solusi atas keterlambatan angsuran. Jika belum ada upaya dari nasabah untuk 
mengembalikan hutangnya maka BMT memberikan surat peringatan. Dan 
penjualan jaminan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT 
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk BMT Iftikhar, BMT 
menawarkan terlebih dahulu kepada debitur apakah penjualan jaminan 
dilakukan oleh BMT atau oleh debitur sendiri. Jika nasabah menyerahkan 
kepada BMT untuk menjual jaminan tersebut, maka BMT akan melakukan 
penjualan jaminan tersebut atau mempersilahkan kepada nasabah tersebut 
untuk menjual jaminannya sendiri. 
2. Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT 
Iftikhar Klaten  ini adalah pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang 
dilakukan BMT Iftikhar Klaten sebagai second way out (jalan keluar kedua) 
dimana penjualan jaminan ini untuk penyelesaian secara administratif. 
Sebelum dilakukan second way out ini BMT Iftikhar melakukan first way out. 
First way out dilakukan dengan Rescheduling (penjadwalan kembali), 
selanjutnya dengan melakukan Reconditioning dan Restructuring .  
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B. Saran 
1. Diharapkan suatu saat nanti jaminan di BMT ditiadakan, agar lebih 
memudahkan para pelaku usaha dalam memohon pembiayaan ke BMT.  
2. Dalam akad perjanjian antara nasabah pembiayaan dan BMT, BMT agar 
memberikan waktu kepada nasabah pembiayaan untuk mempelajari akad 
pembiayaan tersebut sebelum melakukan tanda tangan, jangan hanya 
sebagian saja dibacakan ketika terjadi akad perjanjian. 
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Wawancara 
Wawancara dengan Ibu Atik Nasruroh bagian Manager tanggal 28 Maret 2019 di 
BMT Iftikhar Klaten 
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Lampiran 1 
Daftar Pertanyaan Wawancara 
1. Siapa Nama Anda ? 
2. Dimana Alamat Anda ? 
3. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Iftikhar Klaten? 
4. Berapa Cabang BMT Iftikhar di Klaten ? 
5. Apa saja visi dan misi BMT Iftikhar Klaten ? 
6. Bagaimanakah struktur organisasi di BMT Iftikhar ? 
7. Apa saja produk pembiayaan di BMT Iftikhar yang diserahkan kepada 
nasabah ? 
8. Apakah BMT Iftikhar menggunakan jaminan dalam mengatasi 
pembiayaan bermasalah ? 
9. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan di BMT Iftikhar Klaten? 
10. Apa tujuan pemberian pinjaman dari pihak BMT? 
11. Berapa batas maksimum pemberian pinjaman di BMT Iftikhar ? 
12. Bagaimana Pentaksiran jaminan di BMT? 
13. Apa saja faktor-faktor atau penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ? 
14. Bagaimana penyelesaian dari pembiayaan bermasalah di BMT Iftikhar 
Klaten? 
15. Apa saja dampak pembiayaan bermasalah di BMT Iftikhar Klaten? 
16. Bagaimana peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan pembiayaan 
bermasalah di BMT Iftikhar Klaten? 
17. Apakah di BMT Iftikhar ini ada sistem Over Kredit apabila terjadi 
pembiayaan bermasalah? 
18. Apakah di BMT Iftikhar ini pernah menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah lewat jalur pengadilan? 
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Lampiran 2 
 
Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 3  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Data Pribadi 
Nama Lengkap  :   Dyah Ayu Saraswati Dewi 
Nama Panggilan  :   Dyah 
TTL    :   Klaten, 23 September 1997 
Alamat   :   Pepen, Tulung, Tulung, Klaten 
No. Telp.   :   085727064179 
Email    :   diyahayu174@gmail.com 
 
Pendidikan Formal 
 
2015-2019   :   Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta 
2012-2015   :   SMA N 1 Polanharjo 
2009-2012   :   SMP N 1 Tulung 
2003-2009   :   SD N 1 Tulung 
2002-2003   :   TK Pertiwi 
 
Pengalaman Organisasi 
 
• Karang Taruna Crispe (2019) 
 
IPK Terakhir 
 
Semester 7   :   3.38 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
Surakarta, 27 Agustus 2019 
 
 
Dyah Ayu Saraswati Dewi
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